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ABSTRAK  

 

Penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 

Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altenatif Penyelesaian Sengketa, dimana di 

dalamnya mengatur tentang penyelesaian sengketa beserta prosedural dalam 

menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa yang terjadi. Namun dalam penulisan kali 

ini membahas tentang penyelesaian sengketa arbitrase yang dilakukan dengan cara 

elektronik, tidak ada aturan khusus yang jelas dan pasti dalam mengautur pelaksanaan 

penyelesaian sengketa yang dilksanakan dengan cara elektronik, dalam artian terdapat 

kekosongan hukum dalam mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa yang 

dilakukan dengan cara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dan 

dengan menggunakan dua pendekatan yaitu perundang – undangan dengan dan 

konseptual. Penggunan pendekatan tersebut untuk mengetahui bagaimana pengaturan 

mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dipadukan dengan fasilitas internet. 

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer  yaitu, Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum Sekunder berupa buku, artiketl, 

jurnal, dan artikel – artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis bahan 

hukum yang digunakan yaitu perspektif analisis.Hasil dari penelitian ini nantinya akan 

menunjukkan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa yang 

dilakukan dengan cara elektronik beserta bagaimana pembuktian dan dokumen – 

dokumen yang harus diberikan jika pelaksanaan penyelesaian sengketa dilakukan 

dengan cara elektronik. Sampai saat ini belum terdapat aturan yang mengatur secara 

khusus mengenai mekanisme dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa yang 

dilakukan dengan cara elektronik.  
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ABSTRACT 

Dispute resolution that has been regulated in Law Number 30 of 1999 concerning 

Arbitration and Dispute Resolution Alternatives, which regulates dispute resolution 

and procedural arrangements in resolving a case or dispute that occurs. However, in 

this paper, it discusses the resolution of arbitration disputes carried out by electronic 

means, there are no clear and definite special rules in regulating the implementation of 

dispute resolution carried out by electronic means, in the sense that there is a legal 

vacuum in regulating the implementation of dispute resolution conducted 

electronically. This research is a normative research and uses two approaches, namely 

legislation with and conceptual. The use of this approach is to find out how the 

arrangements regarding the implementation of dispute resolution are combined with 

internet facilities. The legal materials used are primary legal materials, namely, the 

Civil Code and Law No. 30/1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. 

Secondary legal materials are in the form of books, articles, journals, and articles 

related to this research. Analysis of legal materials used is an analysis perspective.The 

results of this research will later show how the mechanism for implementing dispute 

resolution is carried out electronically along with how the evidence and documents 

must be provided if the implementation of dispute resolution is done electronically. 

Until now, there are no rules that specifically regulate the mechanism for the 

implementation of dispute resolution conducted electronically. 
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